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ABSTRACT

This study aims to analyze and provide empirical evidence of The Influence Of Economic Growth, Local
Revenue, And The General Allocation Of Funds to The Budget allocation For Capital Expenditure And Social
Welfare Period Of 2008-2013. This study uses secondary data derived from the financial statements of the local
goverment in 2008-2013. Object of research is the district/city in privileged area of Yogyakarta. Sample in this
study amounted to 30 data districst/cities.

Sampling in this study using purposive sampling method. Analysis tools used in this study is multiple
regreassion linear with a significance level of 5%. The results of this study indicate that Economic Growth
variabel, Revenue and the General Allocation Fund and significant effect on Capital Expenditure Budget
Allocation and Welfare.
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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Periode 2008-2013. Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2008-2013. Objek
penelitian adalah Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 data Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel dalam penelitian
ini menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis dari penelitian menggunakan regresi linear
berganda tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi
(PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh dan signifikan terhadap
Alokasi Anggaran Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal, Kesejahteraan Masyarakat.



PENDAHULUAN

Pada dasarnya Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 22 tahun
1999 (direvisi menjadi UU 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas
antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan
eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim dan Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan
perundang undangan secara implisit merupakan bentuk kontrakantara eksekutif, legislatif, dan publik.
Ketiganya saling berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan
pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan
anggaran pasca UU 22 tahun 1999 (dan UU 32 tahun 2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan
legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai
pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draf atau rancangan APBD, yang hanya
bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
proses ratifikasi anggaran.

Menurut Yustikasari (2007) penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara
eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan
menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif
membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran
yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum
ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Hal ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat
bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif yang berimbas atau dirasakan
oleh masyarakat sebagai pengguna atau pemakai sarana, lingkup anggaran menjadi relevan dan
penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja
pemerintah, dimana kecenderungan pemerintah untuk bekerja apabila dana yang di alokasikan
besar, maka akan memicu kinerja mereka meningkat, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui
anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah
sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal selalu mempunyai perbedaan kepentingan. Hal ini
menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting,
untuk memberikan pengetahuan terhadap semua.

Menurut Fozzard(2001)keterbatasan sumberdaya merupakan sebuah pangkal masalah
utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi
melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure
management atau bisa dikatakan suatu pendekatan baru dalam alokasi sumber daya public secara
responsif, ekonomis, efisien dan efektif. Menurut Halim (2001) tuntutan untuk mengubah struktur
belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal
rendah, dimana mereka harus memaksimalkan segala potensi yang ada untuk membantu kelemahan
pada sisi fiskal.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah
setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergesaran ini ditujukan untuk
peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan
harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas
layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan
prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah
mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset
tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik
untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi
belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang
produktif.

Saragih(2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-
hal produktif sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatannya, misal untuk melakukan
aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Stine (1994) penerimaan
pemerintah setidaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, sehingga masyarakat
ikut merasakan nilai positif atas adanya pemanfaatan belanja modal tersebut. Kedua pendapat ini



mengisaratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Penyerahan
berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan
masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih,
memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal
dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan
yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi
kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-
sumber pendanaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat
dan Pemerintah daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Alokasi Khusus. Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah
dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan
ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian
hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan
potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang
lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi,
2007).

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana,
baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan
kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang
lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk
pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.
Untuk itu, berdasarkan latar belakang dan uraian ini, penulis mengambil judul. Penelitian ini
merupakan replikasi dari Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan judul “PENGARUH
PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PENGALOKASIANANGGARAN BELANJA MODAL DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT”.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan
kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikat atau dependen, menambahkan jangka periode
penelitian sampel dari tahun 2008-2013, dan menurunkan populasi sampel menjadi Kota dan
Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. LANDASAN TEORI
a) Bidang praktik

Para Kepala SKPD pemerintah daerah misalnya, gubernur/walikota maupun bupati. Dapat

menggunakan hasil penelitian ini sebagai suatu acuan untuk memperbaiki kinerja SKPD yang

ada di daerah, bisa lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang di

pimpinnya.

1) Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual

antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada
pihak lainyaitu agent. Untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam
kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Tujuan dari teori
agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam
mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (The belief revision role). Serta
untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah
pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (The performance
evaluation role).

2) Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Setiawan (2006) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses naiknya output

perkapita yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan terus menerus.Pertumbuhan
ekonimi ada dua bentuk: extensively yaitu dengan penggunaan banyak sumber daya (seperti
fisik, manusia atau natural capital), atau intensively yaitu dengan penggunaan sejumlah
sumber daya yang lebih efisien (lebih produktif). Ketika pertumbuhan ekonomi dicapai
menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidakmenghasilkan pertumbuhan



b)

c)

d)

pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan

sumber daya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, hal tersebut menghasilkan

pendapatan perkapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rat masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baik
dinegara maju maupun di negara berkembang pada dasarnya sama, meliputi sumber daya
manusia, sumber daya alam, modal, dan penguasan teknologi.

i. Sumber Daya manusia

SDM merupakan salah satu faktor penting, karena manusia dapat menciptakan
teknologi baru dan mengembangkan teknologi yang suda ada yang diperlukan dalam
kegiatan produksi.

ii. Sumber Daya Alam

SDA diperlukan dalam kegiatan produksi karena sumber daya alam merupakan bahan
baku dalam kegiatan produksi, sehingga negara yang mempunyai sumber daya alam yang
cukup banyak akan mempunyai kesempatan untuk memproduksi segala macam
kebutuhan hidupnya.

iii. Penguasan Teknologi

Penguasan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan produksi
suatu negara, dimana dengan adanya teknologi yang maju dapat mengurangi partisipasi
sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan
sehingga penggunaan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut dapat digunakan
secara efisien dan efektif.

Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat di Negera
Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah
tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih
memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat
digunkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan
daerah dalam APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara
mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah daerah dituntut untuk
meningkatkan pelayanan publiknya. Anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi
anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Anggaran Daerah

Anggaran daerah merupakan suatu alat yang memegang peran penting dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik, dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan
memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU Keuangan Negara, 2002 dalam Darwanto dan
Yustikasari,2007).

Tujuan utama proses penyusunan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan input dan
output dalam satuan keuangan. Proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan
mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembutan satu tahun anggaran tersebut
dikenal dengan istilah penganggaran. Penganggaran setidaknya memiliki tiga tahapan, yaitu
perumusan prosposal anggaran, pengesahan proposal anggaran, dan pengimplementasian
anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuel 2000 dalam Darwanto dan
Yustikasari 2007).

Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang di alokasikan dengan tujuan
pemeratan kemampuan keuangan antara daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada
daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dasar hukum dana alokasi umum
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan daerah dan Peraturan Pemerinta
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan.

Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota, besaran dana
alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto
yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi dana alokasi umum untuk daerah propinsi dan untuk
daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara propinsi dan
kabupaten atau kota. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (2004)Dana alokasi umum



f)

adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk
mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah.

Pengertian Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Anggaran belanja negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga untang, subsidi, hibah, bantuan
sosial, dan belanja lain-lainnya. Sedangkan anggaran belanja untuk daerah, sebagaimana yang
berlaku selama ini terdiri dari dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja, secara
otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (united
budget).

Sedangkan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) menampung rencana seluruh
pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi
(dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dalam dana yang dianggarkan
dirinci menjadibelanja modal aset tetap atau fisik, dan belanja modal aset lainnya/nonfisik. Dalam
prakteknya belanja terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait
langsung dengan investasi untuk pembangunan.

Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut suharto (2009) pengertian kesejahteraan sosial adalah suatu instusi atau bidang
kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselengggarakan baik oleh lembaga-
lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau
memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup
individu, kelompok dan masyarakat.

Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa
ditangani oleh sepihak dan tampa terorganisir secara jelas kondisisosial yang dialami
masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamismenyebabkan penanganan masalah sosial
ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan
selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

3. METODE PENELITIAN

a)

b)

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Yogjakarta.
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 5 Kabupaten Kota, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten
Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.
Jenis Data

Pada tahun 2008-2013 jumlah SKPD di kabupaten/kota Yogyakarta sebanyak 349. Dari 349
di ambil sempel sebanyak 30. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Yogjakarta tahun 2008-2013
berikut data non keuangan, seperti APBD, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah dan data
Kesejahteraan Masyarkat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perrtumbuhan ekonomi, pendapatan asli
daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan
kesejahteraan masyarakat. Adapun pembahasan masing-masing variabel dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses naiknya output perkapita yang terjadi
dalam kurun waktu yang cukup lama dan terus menerus (Setiawan 2006). Perekonomian
suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang
dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama satu periode tertentu tidak terlepas
dari perkembangan masing-masing sektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian
suatu daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan pertumbuhan ekonomi (X;) tidak
berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Y) dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05
yaitu 0,001. Hal ini pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran
belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sularso dan Restianto (2011) yang
menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan yang
menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan



2)

3)

kemakmuran masyarakat meningkat. Todaro (1997) dalam Adi (2007) secara spesifik
menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi
modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah
angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan berdasarkan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan positif dan
signifikan, yaitu diperoleh nilai sig. yaitu 0,001, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya
signifikan karena 0,001 < 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis satu (H;) diterima, yaitu:
kesejahteraan masyarakat memediasi hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja
modal.

Pendapatan Asli Daerah

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat di
Negera Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan
rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh
dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan
yang dapat digunkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen
pendapatan daerah dalam APBD. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah
daerah diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan,
transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam
penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi (Halim, 2008). Besarnya nilai transfer yang
diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan,
seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan
fungsinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek penting dalam keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan adanya desenralisasi fiskal (Bahrul,
2010 dalam Prasetyo Utomo, 2012).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai sig. yaitu 0,001, maka Ho
ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan karena 0,01 < 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis
dua (H,) diterima, yaitu : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja
modal. Hal ini sejalan dengan Sularso dan Restianto (2011), menyatakan bahwa
pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Tingginya
tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan,
menunjukkan tingginya pendapatan asli daerah daerah terhadap pendanaan pemerintah
pusat (Bahrul, 2010).

Sedangkan berdasarkan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan positif dan
signifikan, yaitu diperoleh nilai sig. yaitu 0,017, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya
signifikan karena 0,01 < 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis dua (H,) diterima, yaitu:
kesejahteraan masyarakat memediasi hubungan pendapatan asli daerah berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan
transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar
ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi (Halim, 2008). Holtz-Eakin et,
al. (1985) menyatakan bahwa ada keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah
pusat dengan belanja pemerintah daerah (dalam Prasetyo Utomo, 2012).

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan
tujuan pemertaan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan
pengeluarannya, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum daerah
(otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar
pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dana alokasi umum (X3)
berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Y) dengan nilai sig yaitu 0,020 maka
Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan karena 0,014 < 0,05. Hal ini berarti bahwa
hipotesis tiga (Hs) diterima, yaitu : dan alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.
Hasil ini sesuai dengan Sularso dan Restianto, (2011) menyatakan bahwa dana alokasi
umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat hipotesis diperoleh nilai sig. yaitu 0,009
maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan karena 0,009 < 0,05. Hal ini berarti
bahwa hipotesis tiga (Hs) diterima, yaitu: kesejahteraaan masyarakat memediasi pengaruh
dana alokasi umum terhadap belanja modal.



Arti dari hasil diatas vyaitu; dana alokasi umum daerah menggambarkan
ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. DAU untuk suatu daerah
dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan
fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan
jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Kebutuhan fiskal daerah merupakan
kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, yang
antara lain berupa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan infrasruktur, dan
pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah
merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Adapun persentase alokasi DAU dalam tahun 2007 ditetapkan sebesar 26 persen dari PDN
neto (Mardiasmo, 2006 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Tersedianya infastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan
efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan
pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Harianto dan
Adi, 2007). Prasetyo Utomo, (2012) menyatakan bahwa belanja modal memediasi
hubungan antara derajat kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
sejalan dengan penelitian, Sularso dan Restianto, (2011) menyatakan bahwa belanja modal
memediasi hubungan antara derajat kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan
ekonomi.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a) Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan uji t, variabel pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah, dana
alokasi umum dapat dijadikan sebagai prediktor faktor yang mempengaruhi anggaran belanja
modal dan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat
signifikansi variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi
umum) yang kurang dari a = 5%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli
daerah, dana alokasi umum berpengaruh dalam peningkatan anggaran belanja modal dan
kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.

b) Pengujian dengan uji F dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh secara bersama-sama
(simultan) seluruh variabel independen dalam model penelitian terhadap variabel dependen.
Semua variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi
umum) secara simultan pertumbuhan ekenomi tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran
belanja modal sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap
anggaran belanja modal dan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.
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